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Abstrak 

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku 

perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. 

Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, 

yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang 

yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem penegakan 

hukum yang baik, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut syarat-

syarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, 

agar benar – benar bekerja secara profesional di bidangnya. Profesi yang bergerak 

di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai 

unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang – undang. Bagi 

profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya dilengkapi 

dengan rambu – rambu dalam arti luas, yaitu rambu – rambu hukum (hukum 

perundangan) dalam arti luas, dan rambu – rambu etik dan moral profesi (kode etik 

profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi 

tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Etika profesi hukum (kode etik 

profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak 

hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. 

Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi 

penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Tolok ukur 

utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak 

pada indepensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika 

menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk 

menjadi penyelenggaraa profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas 

profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki 

kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan 

menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, 

serta kecakapan teknis dan kematangan etis.  

 

Kata Kunci : Etika, Profesi Hukum, Penegakan Hukum  
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Pendahuluan 

Nilai-Nilai etika tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan 

orang tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling 

kecil, yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika profesi 

tersebut, suatu kelompok diharapkan mempunyai tata nilai untuk mengatur 

kehidupan bersama. 

Etika merupakan konsep tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku 

seseorang. Etika merupakan ide – ide, cita – cita tentang dambaan kebaikan 

perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh – contoh 

yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari 

contoh – contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika 

adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral 

adalah orang yang lakoni keteladanan itu. 

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku 

perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. 

Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, 

yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang 

yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan, 

sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat‐prasyarat tertentu 

dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar – 

benar bekerja secara profesional di bidangnya. Golongan profesi ini sering menjadi 

pusat perhatian karena memiliki tata nilai yang tertuang secara tertulis ( yaitu kode 

etik profesi). Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku 

sebagian anggota profesi tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan telah 

disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi). 

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, 

polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan 

berdasarkan undang – undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat 

umum di bidangnya masing – masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya 

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku. 
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Pembahasan 

1. Peranan Etika Dalam Profesi 

Sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika sudah sangat 

lama menjadi wacana intelektual para filsuf. Ia telah menjadi pusat perhatian sejak 

zaman Yunani Kuno. Sampai saat ini pun etika masih tetap menjadi bidang kajian 

menarik dan aktual. Bahkan dianggap semakin penting untuk tidak sekedar 

dibicarakan di akademik melainkan juga dipraktikkan dalam interaksi kehidupan 

sehari‐hari setiap manusia beradab.1 

Aristoteles, adalah pemikir dan filosof besar yang pertama berbicara tentang 

etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. Aristoteles pula filsuf pertama yang 

menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles, dalam konteks 

ini, lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup 

yang baik itu. Yakni hidup yang bermutu/bermakna, menentramkan, dan berharkat. 

Dalam pandangan Aristoteles, hidup manusia akan menjadi semakin 

bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. 

Dengan mencapai tujuan hidupnya, berarti manusia itu mencapai diri sepenuhnya. 

Manusia ingin meraih apa yang disebut nilai (value), dan yang menjadi tujuan akhir 

hidup manusia, yakni kebahagiaan, eudaimonia. Menurut Hook, etika berkait 

dengan soal pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang 

baik dan yang buruk, kadang juga pilihan di antara keburukan‐keburukan. Dalam 

proses mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis. Bagi 

Thompson, etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif moral.2 

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau 

perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya 

seseorang. Etika merupakan ide – ide, cita – cita tentang dambaan kebaikan 

perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh – contoh 

yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari 

contoh – contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika 

                                                           
1 Rahman Hakim, Etika dan Pergulatan Manusia, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 1 

2 Siti Marwiyah, Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum, Bangkalan 

Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3 
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adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral 

adalah orang yang lakoni keteladanan itu.3 

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup 

dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi 

yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah 

perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau 

tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka orang awam tidak dapat 

menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung 

pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Di samping itu, pengembanan 

profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik 

untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan 

perilaku dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh 

terhadap para pencari keadilan. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan 

bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman 

obyektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dari 

dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat 

kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. 

Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi(kode etik), yang dapat 

tertulis maupun tidak tertulis. Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya 

berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang 

bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga 

martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para 

pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas 

profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif. 

Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika 

profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan 

profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan 

keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban 

terhadap mayarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi 

seksama. Keiser sebagiaman dikutip M.Nuh mengatakan bahwa etika profesi 

merupakan kesanggupan untuk memenuhi pelayanan profesional bagi klien. 

Berikut adalah kaidah-kaidah pokok dari etika profesi: 

                                                           
3 Supirman Rahman & Nurul Qamar, Etika Profesi Hukum, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4 
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a. Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih yaitu pertimbangan 

yang diambil merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan 

kepentingan pribadi dari pengemban profesi. Jika hal ini diabaikan,pelaksanaan 

profesi akan mengarah pada penyalahgunaan professi sehingga merugikan 

klienya. 

b. Pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien, yang mengacu pada 

kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai manusia yang membatasi sikap dan 

tindakan. 

c. Pengemban profesi harus berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. 

d. Pengemban profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan 

seprofesi.4 

 Pandangan tersebut menunjuk tentang dimensi fungsional kode etik profesi, 

yang bukan hanya dapat dijadikan landasan dan pijakan untuk mengoptimalkan dan 

memaksimalkan kemampuan spesifikasi penyelenggara profesi bagi kemaslahatan 

umat (klien), mengabdi dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individu 

atau kelompok yang membutuhkan jasanya, juga dapat dijadikan referensi moral 

pribadi untk menyelamatkan pengemban profesi dari kemungkinan terperangkap 

pada penyalahgunaan profesi. Selain itu kode etik profesi dapat dijadikan sebagai 

rule of game bagi kalangan pengemban profesi supaya tidak terjerumus pada 

kompetensi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra 

dan dimensi fungsional kemasyarakatanya. 

 Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai 

moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan 

dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki 

nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai 

moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. 

 

1) Kejujuran 

 Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum 

mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu 

daya. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu : 

                                                           
4 Muhammad Nuh,Etika Profesi Hukum,Bandung:Pustaka Setia,2011.hlm,122 
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a) Sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan 

melayani atau secara cuma-cuma 

b) Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak 

otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras. 

2) Otentik 

 Otentik artinya menghayati dan menunjukan diri sesuai dengan keasliannya, 

kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain : 

a) Tidak menyalahgunakan wewenang; 

b) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (malkukan 

perbuatan tercela; 

c) Mendahulukan kepentingan klien; 

d) Berani berinsiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata 

menunggu atasan; 

e) Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial. 

3)  Bertanggung Jawab 

 Dalam menjalankan tugasnya, profesioal hukum wajib bertanggung jawab, 

artinya : 

a) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk 

lingkup profesinya ; 

b) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan 

perkara cuma-cuma (prodeo); 

c) kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kewajibannya. 

4) Kemandirian Moral 

 Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah 

mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk 

penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. mandiri secara moral berarti tidak 

dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruhi oleh pertimbangan untung 

rugi (pamrih), penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan agama. 

5) Keberanian Moral 

 Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang 

menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut 

antara lain : 

a) Menolak segala bentuk korupsi, kolusi suap, pungli. 
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b) Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak 

sah.5 

  Menurut Sumaryono sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad 

menyebutkan lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius6, 

Beberapa masalah profesi hukum itu antara lain: 

1) Kualitas Pengetahuan Profesional Hukum 

  Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum 

sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional. Hal ini sudah 

menjadi tujuan pendidikan tinggi bidang hukum. Menurut ketentuan pasal 1 

Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang 

Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghsilkan 

sarjana hukum yang : 

(1) Menguasai hukum Indonesia; 

(2) Mampu menganalisa hukum dalam masyarakat; 

(3) mampu menggunakan hukm sebagai sarana untuk memecahkan masalah 

konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum; 

(4) Menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan 

hukum; 

(5) Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan maslah sosial; 

 Tujuan tersebut dapat dicapai tidak hanya melalui program pendidikan tinggi 

hukum, melainkan juga berdasarkan pengalaman setelah sarjana hukum bekerja 

menurut masing-masing profesi bidang hukum dalam masyarakat. Hukum adalah 

norma yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Tugas utama 

profesional hukum adalah mengartikan undang-undang secara cermat dan tepat. Di 

samping itu, profesional hukum juga harus mampu membentuk undang-undang 

baru sesuai dengan semangat dan rumusan tata hukum yang telah berlaku. Keahlian 

yang diperlukan adalah kemampuan teoritis dan teknis yang berakar pada 

pengetahuan yang mendalam tentang makna hukum, dan membuktikan 

kemampuan diri menanamkan perasaan hukum dalam masyarakat sebagai bagian 

dari kebudayaan bangsa. 

2) Penyalahgunaan Profesi Hukum 

                                                           
5 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum: Bandung, citra Aditya bakti, 2006, hlm,62 
6 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, hlm,67 
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 Penyalahgunaan dapat terjadi karena persaingan individu profesional hukum, 

atau karena tidak ada disiplin diri. dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang 

sering berkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi cita-cita etika yang terlalu 

tinggi, dan di sisi lain praktek penggembalaan hukum yang berada jauh di bawah 

cita-cita tersebut. Dalam hal ini tidak seorang profesional hukum pun yang 

menginginkan perjalanan kariernya terhambat karena cita-cita profesi yang terlalu 

tinggi dan karenanya memberikan pelayanan yang cenderung mementingkan diri 

sendiri. banyak profesional hukum menggunakan status profesinya untuk 

menciptakan uang atau untuk maksud-maksud politik. Penyalahgunaan profesi 

hukum dapat juga terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan 

perkaranya cepat selesai dan tentunya menang. Klien tidak segan-segan 

menawarkan bayaran yang cukup menggiurkan baik kepada penasihat hukum atau 

pun kepada hakim yang memeriksa perkara. Dalam hal ini terjadilah pertarungan, 

siapa yang menbayar mahal itulah yang bakal menang. penagakan hukum dijadikan 

ajang bisnis pelecehan hukum secara brutal. Di satu sisi penegak hukum beralih 

haluan dari keadilan ke penghasilan, dan di sisi lain klien menjadi perongrong 

wibawa hukum dan penegak hukum pokoknya menang.  

3) Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis 

 Yang dimaksud kegiatan bisnis adalah kegiatan yang tujuan utamanya 

mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Apabila kegiatan itu adalah 

kegiatan profesi hukum, maka dikatakan profesi hukum itu kegiatan bisnis. Jadi, 

ukuran untuk menyatakan profesi hukum itu kegiatan pelayanan bisnis atau 

kegiatan pelayanan umum terletak pada tujuan utamanya. Memang diakui bahwa 

dari segi tujuannya, profesi hukum dibedakan antara profesi hukum yang bergerak 

dibidang pelayanan bisnis dan profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan 

umum. Profesi hukum pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan 

hubungan bisnis (komersial), imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut 

standar bisnis. Contohnya para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak 

dagang, paten, merek. Sedangkan profesi hukum pelayanan umum menjalankan 

pekerjaan berdasarkan kepentingan umum baik dengan bayaran atau tanpa bayaran. 

Contoh profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, notaris, LBH, kalaupun 

ada bayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau administrasi.7 

                                                           
7 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum: Bandung, citra Aditya bakti, 2006, hlm,71 
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 Sekarang ini boleh dikatakan profesi hukum cenderung beralih kepada 

kegiatan bisnis dengan tujuan utama: berapa yang harus dibayar, bukan apa yang 

harus dikerjakan. Hal ini sudah menggejala merasuk segala jenis profesi hukum 

bidang pelayanan umum, biaya pembuatan akta notaris mahal, biaya perkara di 

pengadilan mahal, karena dibisniskan. Padahal tujuan diciptakannya undang-

undang yang mengatur kepentingan umum itu untuk menyejahterakan masyarakat, 

bukan menyengsarakan masyarakat. Dengan demikian, jasa pelayanan umum yang 

diberikan oleh profesionalhukum berubah dari bersifat etis menjadi bersifat bisnis. 

4) Kurang Kesadaran dan kepedulian Sosial 

 Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan untuk 

profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih di dahulukan 

daripada kepentingan pribadi, pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran, 

nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun, gejala yang diamati 

sekarang sepertinya lain dari apa yang seharusnya diemban oleh profesional 

hukum. Gajala tersebut menunjukan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa 

hukum. Di antara gejala itu adalah para profesional hukum mulai menjual jasa 

demi penghasilan yang lebih tinggi. Dalam masyarakat, mereka menyediakan diri 

bagi kesejahteraan umat manusia, dalam kegiatan profesional mereka menjadi 

orang sewaan yang dibayar mahal oleh klien mereka. Para profesional hukum 

banyak menghabiskan waktu memberi konsultasi kepada klien pengusaha secara 

pribadi melaksanakan hukum dengan cara-cara yang justru melanggar hukum, 

misalnya bagaimana cara berkolusi menyelesaikan maslah kredit melalui jalan 

belakang, menghindari pajak mahal. Apapun jenis profesi hukumnya, profesional 

hukum adalah abdi masyarakat dan abdi hukum yang berorientasi kepada 

kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi semata-mata. 

5) Kontinuasi Sistem Yang Telah Usang 

  Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan 

membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman 

karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakkan hukum yang tidak 

sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang 

hidup dalam masyarakat yang serba modern. Dahulu tidak dikenal bermacam 

ragam alat kontrasepsi yang sekarang justru menjadi kebutuhan masyarakat 

pengikut program keluarga berencana, tetapin tidak didukung oleh ketentuan 

hukum pidana tentang delik kesusilaan yang sekarang masih berlaku. kemajuan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi bidang komputer yang dapat menimbulkan 

kejahatan model baru, bidang kedokteran yang menimbulkan obat-obat terlarang 

seperti ekstasi, pelaku-pelaku kejahatan tersebut belum dapat dijankau oleh hukum 

pidana yang berlaku sekarang. 

2. Kode Etik Profesi 

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan berbuatan dalam 

melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi dapat menjadi 

penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik profesi ibarat 

kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi.8 Serta menjamin mutu 

moral profesi itu di masyarakat. Agar kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, 

syarat mutlaknya adalah kode etik itu dibuat oleh kaum profesi itu sendiri. Kode 

etik tidak akan efektif kalau didrop begitu saja dari atas, yaitu instansi pemerintah 

atau instansi-instansi lain, karena tidak dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang 

hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar hanya bisa 

menganjurkan membuat kode etik dan dapat juga membantu dalam merumuskanya. 

Agar berfungsi dengan baik, kode etik profesi harus menjadi self regulasion 

(pengaturan diri), dari profesi. 

Dengan membuat kode etik profesi, suatu profesi akan menetapkan hitam 

diatas putih untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hanya 

kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu 

sendiri yang bisa mendarah daging dan menjadi tumpuan harapan untuk 

dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar 

kode etik dapat berhasil dengan baik adalah pelaksanaanya diawasi terus-menerus. 

Terhadap kemungkinan terjadinya hal buruk yaitu demoralisasi profesi, tepat sekali 

kalau profesi itu diikuti dengan landasan moral atau kaidah-kaidah normatif yang 

dapat diangkat sebagai kode etiknya. Beberapa fungsi kode etik antara lain: 

a. Kode etik ditujukan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan 

perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan 

kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar, selain menyalahi ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku juga dapat bertanggung jawab secara moral 

berdasarkan kode etik profesinya. Oleh karena itu sehubungan dengan nilai-
                                                           
8 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum,Bandung:Pustaka Setia,2011.hlm,123 
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nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, pengemban profesi dituntut 

untuk melaksanakan pelayanan profesional dengan dijiwai sikap etis. 

b. Kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di 

kalangan pengemban profesi. Dengan integritas yang kuat ini diharapkan 

kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra 

kelembagaan. 

c. Martabat atau jati diri suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh 

kualitas pemberdayaan kode etik profesi organisasi itu sendiri. Dengan kode 

etik bukan hanya klien yang bisa diartikulasikan hak-haknya, melainkan 

kepentingan negara secara umum juga dapat dijaga. 

d. Kode etik profesi menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat 

dalam profesinya. Dengan adanya kode etik ini, suatu profesi yang dijalankan 

akan menghindari komunitas dan interaksi yang liar dan cenderung menolelir 

beragam cara melanggar norma-norma.9 

  Kode etik menjadi terasa lebih penting lagi kehadiranya ketika tantangan 

yang menghadang profesi hukum makin berat dan kompleks. Aspek fungsional 

profesi hukum yang dikaitkan dengan kode etik lebih dipercayakan aplikasi atau 

pemberdayaanya kepada penyelenggara profesi hukum itu sendiri, sementara 

masyarakat (klien) terbatas memerankan fungsi kontrolnya. Pilihan, keputusan, 

kreasi, dan mobilitas profesi hukum tidak akan mampu memenuhi hasil-hasilnya 

bilamana penyelenggara profesi hukum kurang dan tidak memiliki iktikad baik 

untuk memberdayakannya. 

3. Peranan etika profesi hukum dalam penegakan hukum yang baik 

Manifestasi kontrit dari suatu kode etik adalah terlaksananya pedoman atau 

tuntunan tingkah laku yang sudah digariskan suatu kode etik pada profesi. 

Pelaksanaan suatu profesi yang merupakan karya pelayanan masyarakat. Ini 

membawa akibat pelaksanaan etik profesi dalam kode etik tersebut terkait dengan 

kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. 

Kebudayaan tersebut dalam wujud idiil merupakan keseluruhan ide-ide, nilai-

nilai yang memberikan arah mengindikasikan dan mengatur tata kelakuan manusia 

dalam masyarakat. Perwujudannya ini termasuk yang berupa etika pada umumnya. 

                                                           
9 Muhammad Nuh,Etika Profesi Hukum,Bandung:Pustaka Setia,2011.hlm,125 
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Disamping itu kebudayaan mempunyai unsur -unsur, diantaranya ilmu 

pengetahuan. Berdasarkan ini : ilmu pengetahuan terkait dalam kebudayaan, maka 

penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkait dalam kebudayaan 

masyarakat yang bersangkutan. 

Hal tersebut diatas diakaitkan dengan pelaksanaan suatu yang dikehendaki 

oleh etika profesi mensyaratkan adanya penerapan ilmu tertentu untuk 

menyelesaikan / memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, maka penerapan 

ilmu itupun terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Jadi pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dalam pelaksanaan profesi harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

(etika) dalam kerangka kebudayaan masyarakat, agar profesi yang bersangkutan 

mendatangkan kemasyarakatan masyarakatnya. Walupun dalam ilmu dalam profesi 

tertentu memungkinkan, hal ini tidak harus dilaksanakan apabila etika 

membatasinya, misalnya; untuk keperluan ilmu dalam pengobatan baru harus 

diujicobakan yang paling tepat dilakukan terhadap manusia, sudah tentu ini tidak 

etis bila manusia dijadikan kelinci perccobaan. Dibidang hukum misal; penyidikan 

dilakukan polisi, dalam ilmu kepolisian dituntut keberhasilan mengungkap setiap 

kejahatan, dikenal berbagai teknik dalam pemeriksaan untuk memperoleh 

keterangan faktanya, maka digunakan cara pemaksaan bahkan penyiksaan. Tentu 

hal ini secara etis tidak dapat diterima. 

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan 

tuntutan tingkah laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya 

sama-sama bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut apabila 

dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan 

aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia 

berada dalam kehendak batiniah yang baik. Disini yang dituju bukan terpenuhinya 

sikap perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati 

nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur. Dapat 

dipertegaskan lagi antara hukum dan etika profesi mempunyai persamaan dan 

perbedaan. Persamaan dua-duanya memiliki sifat normative dan mengandung 

norma-norma etik, barsifat mengikat. Disamping itu mempunyai tujuan sosial yang 

sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan siapa 

yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi 

dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu / 

anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu 
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wilayah tertentu, semua warga Negara / masyarakat. Apabila terjadi pelanggaraan 

dalam etika profesi ditangani oleh perangkat dalam organisasi profesi yang 

bersangkutan, misalnya oleh Majelis Kehormatan. Pelanggaran dalam bidang 

hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan mengenai profesi 

pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-

aturan mengenai tingkah laku dalam melaksanakan profesinya. Dan ini terwujud 

dalam Kode Etik Profesi sebagai keharusan, kewajiban. Dengan demikian 

ketentuan dalam kode etik dapat dikualifikasikan sebagai normative etik yang 

mempunyai kaitanya dengan hukum, dan mengandung ketentuan-ketentuan 

mengenai : 

1. Kewajiban pada diri sendiri, 

2. Kewajiban pada masyarakat umum, 

3. Kewajiban kerekanan, 

4. Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayanani. 

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti 

yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada 

pelasanan hukum itu. Hubungan antara tertib sosial dan faktor normative sebagai 

salah satu instrumen menjelma menjadi tertib hukum, disamping kepentingan 

kehidupan masyarakat untuk tertib dibidang politik, ekonomi, hankam, budaya dan 

lain-lainnya. Tertib hukum hendak menciptanya suasana yang aman dan terreram 

di dalam masyarakat, oleh karena itu kaidah-kaidah harus ditegakkan dan 

dilaksanakan dengan tegas melalui upaya kepastian hukum. Logeman telah 

menggambarkan dengan jelas bahwa kepastian hukum tidaklah berarti harus 

bewujud dalam peraturan-peraturan belaka, akan tetapi mungkin juga berwujud di 

dalam keputusan-keputusan pejabat yang berwenang. Sebab dalam keadaan nyata 

hukum itu berupa suatu keputusan dan abstraknya hukum merupakan peraturan. 

Peraturan hukum dalam penerapannya pada suatu peristiwa tertentu selalu terdapat 

penilaian untuk diselesaikan dengan suatu keputusan. 

Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang 

peranannya sangat penting, diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi. 

Atau lebih dikenal dengan catur wangsa penegak hukum. Hakim sebagai pelaksana 

kekuasaan yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan 

negara, sedangkan jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili 

kepentingan pemerintah, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang 
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mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat menjadi 

penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan 

pemerintah. Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas 

profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari 

keadilan.10 

Sebuah negara pasti berharap memiliki penegak hukum atau penyelenggara 

profesi hukum yang baik. Melalui penyelenggara hukum ini, persoalan-persoalan 

yuridis yang menimpa masyarakat dapat diharapkan penyelesaianya. 

Penyelenggara profesi hukum menjadi pusat atau sentrum kebergantungan 

masyarakat. Sebagai pihak yang menjadi sentral orientasi, penyelenggara profesi 

hukum membutuhkan berbagai persyaratan yang dapat menjadi kelengkapan 

profetiknya. Dengan demikian, profesi hukum menjadi bermutu. Sebaliknya negara 

dan masyarakat tidak mengiginkan kehadiran penyelenggara profesi hukum yang 

tidak memiliki sikap etis dan yuridis, sebab kekosongan sikap etis dan yuridis ini 

akan mengakibatkan mundurnya berbagai problem sosial yang memprihatinkan 

yang mengancam ketahanan hidup bermasyarakat dan bernegara. 

Hukum yang diproduk dengan hasil kerja keras dan mengeluarkan dana 

yang besar sangat membutuhkan penegak hukum yang mampu bekerja keras dalam 

mewujudkan keharusan-keharusan normatif yuridis menjadi realitas dalam 

kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Salah satu bukti merealisasikan 

hukum adalah bilamana penyelenggara profesi hukum mampu menunjukkan 

kekuasaanya, ketika berhadapan dengan ragam tindak kejahatan, baik yang 

tergolong kejahatan konvensional maupun kejahatan kerah putih. 

Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukkum yang baik 

terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moralnya 

atau memiliki kecakapan teknis dan memiliki kematangan etis ketika menghadapi 

kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi 

hukum yang baik dibutuhkan kehadiran sarjana-sarjana hukum dan praktisi hukum 

yang memiliki kualifikasi sikap berikut: 

                                                           
10 Fauzie Yusuf Hasibuan, Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia, Jakarta, Fauzie & 

Partners,2007, hlm. 1 
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a. Sikap kemanusiaan, dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan 

sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi. Dihadapan hukum, manusia 

harus dimanusiakan dan dihargai hak-haknya, artinya dalam penegakan hukum 

manusia harus dihormati sebagai pribadi dan sekaligus sebagai mahluk sosial. 

Martabat manusia yang terkandung didalam hak-hak manusia menjadi prinsip 

dasar hukum, yaitu dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.11 Agar tidak 

menaggapi (menyikapi) hukum secara formal belaka, Artinya, sebagai sarjana 

hukun dituntut sejak dini untuk gemar melakukan analisis dan interpretasi 

yuridis yang sesuai dengan aspirasi dan dinamika masyarakat, sehingga dalam 

dirinya tidak sampai kehilangan, apalagi tergusur atau terdegradasi wacana 

kemanusiaan. Tuntutan memiliki sikap kemanusiaan (human attitude) itu 

tidaklah muncul seketika, tetapi melalui proses yang menuntut konsentrasi 

dalam hal sinergi dan intelektual. Kalau sikap ini bisa dimiliki, maka seorang 

sarjana hukum akan mampu menjadi penyelenggara profesi hukum yang bukan 

tergolong sebagai "mulut/corong undang-undang" (la bauche de laloi), tetapi 

sebagai penyelenggara profesi hukum yang humanis yang memiliki kecakapan 

teknis dan kematangan etis. 

b. Sikap keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Ketentuan 

perundang-undangan yang berhasil dipelajari dan mengantarkannya sebagi 

pihak yang jadi pusat ketergantungan masyarakat adalah sudah seharusnya 

kalu sikap-sikap yang ditujukan itu mencerminkan dan mengartikulasikan 

tuntutan masyarakat. Pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat yang memang 

sebenarnya merupakan hak-haknya akan menentukan apakah dirinya pantas 

disebut sebagai penyelenggara profesi hukum yang baik atau tidak. Sikap yang 

ditujukan dalam menangani suatu perkara hukum misalnya bukan 

dilatarbelakangi oleh tuntutan memperoleh keuntungan pribadi seperti harta 

dan kemapanan posisi, tetapi adalah memenuhi panggilan keadilan. 

Menunjukan sikap yang baik bukanlah hal yang mudah bagi penyelenggara 

hukum. Hal-hal yang menuju pada kebaikan kerapkali dihadapkan dengan 

beragam tantangan yang bertujuan hendak mematikan cahaya kebaikan itu. 

Kalau ada pihak yang bersemangat dan kukuh dalam memegang kode etik, 

                                                           
11 Abdulkadir Muhammad,Etika Profesi Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,hlm, 116 
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maka di sisi lain biasanya terdapat sejumlah pengganggu yang menjadi 

pemerdayanya. Sikap adil yang ditujukan oleh penyelenggara profesi huku 

dapat dikategorikan sebagai ekspresi nuraniah yang cukup berani dan mulia, 

mengingat dengan sikap itu, penyelenggara profesi hukum berarti tidak sampai 

kehilangan  jati diri dan tetap menjadi pemenang karena mampu mengalahkan 

beragam tantangan yang berusaha menjinakan sikap adilnya. 

c.  Mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara 

yang ditangani. Penyelenggara hukum yang dihadapkan dengan kasus seorang 

klien, yang perlu dan harus dikedepankan lebih dulu adalah mencermati dan 

menelaah secara teliti kronologis kasus tersebut. Ketika klien menyampaikan 

latar belakang kejadian munculnya kasus (konflik) itu, maka penyelenggara 

hukum dituntut bisa mempertanyakan, mendialogkan dan mengongklusiakn 

kasus itu sampai muncul dan apa yang diinginkan setelah kasus itu terjadi, 

termasuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan akhir kasus itu dengan 

berpijak pada inti persoalan objektif dan pijakan yuridis yang sudah 

diketahuinya. Wacana objektifitas itu sangat penting bagi penyelenggara 

hukum, mengingat hal ini selain dapat dijadikan bahan untuk membantu 

menyelesaikan kasus yang dihadapinya, ia juga akan tetap mampu 

memepertahankan konsistensi keintelektualannya dalam mengembangkan 

disiplin ilmu hukum. Penyelenggara seperti ini akan mampu menyeimbangkan 

antara da sollen dan das sein. Disiplin ilmu hukum yang berhasil diraihnya 

tetap percaya dan mampu menerangi kepentingan masyarakat, dan bukan 

sebaliknya tergeser oleh kepentingan-kepentingan dan ambisi-ambisi yang 

melupakan  sisi normatif dan referensi keilmuannya. 

d. Sikap kejujuran.  

Penegak hukum harus jujur dalam menegakan hukum atau melayani pencari 

keadilan dan menjauhkan diri dari perbuatan curang. Kejujuran berkaitan dengan 

kebenaran, keadilan, kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap bersih dan 

ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang 

seharusnya tidak boleh  dilakukan. Kejujuran mengarahkan penegakan hukum agar 

bertindak benar, adil, dan patut. Kejujuran adalah kendali untuk  berbuat menurut 

apa adanya sesuai dengan kebenaran akal dan kebenaran hati nurani. Benar 

menurut akal, baik menurut hati nurani. Benar menurut akal diterima oleh hati 

nurani. Penegak hukum yang jujur melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, 
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dan itu menurut pertimbangannya adalah baik. Kejujuran itu dibuktikan  oleh: 

Perbuatan rasional (benar), Pelayanan terhadap pencari keadilan manusiawi 

(beradab), Bicaranya lemah lembut dan ramah (sopan), Wanita diperlakukan secara 

wajar dan sopan (senonoh), Pertimbangan berdasarkan hukum dan fakta (patut). 

Sikap ini boleh dikata menjadi panduan moral tertinggi bagi penyelenggara 

profesi hukum. sebagai suatu panduan tertinggi, tentulah akan terjadi resiko dan 

impact yang cukup komplikatif bagi kehidupan masyarakat dan kenegaraan kalau 

sampai sikap itu tidak dimiliki oleh penyelenggara hukum. Sebagai suatu sikap 

yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan profesi, maka tanggung jawab yang 

terkait dengannya akan ditentukan karenannya. Kasus-kasus hukum akan bisa 

diatasi dan tidak akan terhindar dari kemungkinan mengundang timbulnya 

persoalan sosial-yuridis yang baru bilamana komitmen kejujuran masih 

diberlakukan oleh kalangan penyelenggara profesi hukum. kasus-kasus yang 

muncul ditengah masyarakat, baik yang diketegorikan sebagai bentuk pelanggaran 

hukum maupun moral tidak sedikit di antaranya dikarenakan oleh ketidakjujuran 

yang dilakukan seseorang maupun kelompok sosial. Sikap jujur ini menjadi 

pangkal atas terlaksana dan tegaknya stabilitas nasional. Masyarakat, terlebih 

rakyat kecil akan dapat menikmati kehidupan sejahtera dan harmonis bilamana 

sikap jujur tak sampai terkikis dalam diri kalangan orang-orang besar yang 

diantaranya adalah penyelenggara profesi hukum yang salah satu tugasnya 

menjembatani aspirasi orang-orang kecil. 

 

Kesimpulan 

Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral 

dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang 

baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, 

sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan 

tugas profesinya. Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam 

menegakkan hukum terletak pada indepensi penyelenggara profesi dan kuatnya 

integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Untuk menjadi penyelenggaraa profesi hukum yang baik dalam 

menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang 

memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan 



67 

 

 
E-ISSN : 2503-314x 
P-ISSN : 2443-3950  

Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 
 

menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, 

serta memiliki kecakapan teknis dan kematangan etis. 
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